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BAB VI 
PENUTUP 

 
 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dampak 

covid-19 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2020 

Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut : 

1. Penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

disajikan dalam laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 tidak 

berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Penerimaan Pendapatan Asli Derah (PAD) ditahun 2020 mengalami 

penurunan akibat covid-19. Setiap sektor penerimaan secara keseluruhan 

mengalami penurunan. Perbandingan penerimaan dari setiap sektor 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 (sebelum 

menyebarnya covid-19) dan tahun 2020 (selama covid-19) terlihat jelas 

bahwa realisasi penerimaan setiap sumber penerimaan pada tahun 

sebelum menyebarnya covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat lebih 

baik dibandingkan penerimaan  setelah masuk dan menyebarnya covid-

19 di Kabupaten Manggarai Barat.  

2. Sektor pajak daerah yang dinilai paling potensial dan merupakan andalan 

penerimaan daerah Kabupaten Manggarai Barat selama covid-19 tahun 

2020 sangat diluar perkiraan. Sub pajak potensial seperti pajak 

hotel,pajak restoran, dan pajak hiburan mengalami penurunan selama 

covid-19 ditahun 2020. Begitupun sub pajak dan begitupun pada sektor 
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penerimaan seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.. 

Adapun dampak covid-19 ini yang menyebabkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat ditahun 2020 

yaitu  

a) Destinasi wisata Kabupaten Manggarai Barat ditutup hingga akhir tahun 

2020. Akibatnya tidak ada para wisatawan lokal maupun asing yang 

masuk sehingga berdampak pada merosotnya pemasukan hotel, restoran, 

dan tempat hiburan. Melihat pemasukan hotel, restoran, dan tempat 

hiburan mengalami penurunan, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 

memberikan kebijakan dimana ketiga sub pajak tersebut bebas pajak 

selama empat bulan. 

b) Kemudian kebijakan pemerintah untuk menekan dan mengurangi 

penyebaran dengan pengetatan regulasi covid-19 seperti pada ketatnya 

pelayanan kesehatan, dibekukannya penerbangan antarnegara, serta 

PSBB jangka panjang. Tanpa disadari bahwa dampak dari kebijakan 

tersebut menyebabkan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat 

selama covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan.  

6.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran 

yang diberikan oleh penulis untuk Kabupaten Manggarai Barat: 

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, diharapkan 

mampumengatasi masalah covid-19 lebih optimal seperti vaksinasi dan 

pelayanan prokes lainnya sehingga tempat wisata dapat dibuka dan 
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dikunjungi kembali. Dengan demikian penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat meningkat lagi. 

2) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Manggarai Barat, diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah 

Daerah setempat untuk dapat mengembangkan dan menggali potensi 

sumber-sumber pendapatan daerah  yang ada sehingga tidak terlalu 

berpatokan dan mengharapkan pajak hotel, pajak restoran, ataupun pajak 

hiburan. Contohnya pengembangan UMKM.
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